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Abstrak  

Penelitian ini melakukan analisis kritis terhadap implikasi konvergensi dua standar akuntansi utama di Indonesia, yakni 

PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi dan PSAK 338 tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (KBES). 

Kedua standar ini memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas pelaporan keuangan, khususnya pada transaksi yang 

rentan konflik kepentingan dan potensi manipulasi laporan. Penelitian menggunakan pendekatan analisis kritis normatif 

berbasis studi literatur untuk mengevaluasi kesesuaian ketentuan regulasi terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan 

Keuangan (KKPK) serta relevansinya dengan teori keagenan dan teori sinyal. Hasil analisis menunjukkan bahwa revisi 

PSAK 224 berhasil memperkuat transparansi melalui kewajiban pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi (TPIB) yang lebih 

komprehensif. Ketentuan ini dinilai efektif dalam memitigasi praktik tunneling dan manajemen laba, karena meningkatkan 

kemampuan pengguna laporan keuangan dalam mengidentifikasi transaksi yang berpotensi oportunistik. Sementara itu, 

PSAK 338 yang mewajibkan penggunaan Metode Nilai Tercatat (Carrying Amount) pada transaksi KBES terbukti mampu 

mencegah pengakuan goodwill artifisial dan mendukung prinsip substansi mengungguli bentuk. Namun demikian, kebijakan 

ini memunculkan konflik normatif dengan prinsip representasi tepat, karena dapat mengabaikan pengukuran ulang risiko 

pasar. Akibatnya, terdapat potensi liabilitas off-balance sheet (OBS) tidak terakui pada nilai wajar dan menurunkan 

relevansi informasi keuangan. Penelitian menyimpulkan bahwa integritas pelaporan pada transaksi KBES sangat 

bergantung pada kualitas pengungkapan naratif tambahan, terutama estimasi nilai wajar liabilitas OBS, guna meningkatkan 

keandalan informasi bagi pemangku kepentingan. 

Kata Kunci: PSAK 224, PSAK 338, Transaksi Pihak Berelasi (TPIB), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (KBES), 

Liabilitas Off-Balance Sheet. 

1. Latar Belakang 

Lanskap pelaporan keuangan di Indonesia terus berevolusi, didorong oleh komitmen DSAK IAI untuk 

mengkonvergensikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan International Financial Reporting Standards 

(IFRS). Proses konvergensi ini, yang ditandai dengan perubahan penomoran dari PSAK lama (Eks. PSAK 7 dan 

PSAK 38) menjadi PSAK 224 dan PSAK 338, memiliki implikasi kritis yang melampaui sekadar penyesuaian 

teknis. Integritas dan komparabilitas laporan keuangan sangat bergantung pada transparansi perlakuan akuntansi, 

terutama pada transaksi yang rawan konflik kepentingan dan asimetri informasi. Penelitian ini berfokus pada 

analisis kritis terhadap implikasi konvergensi dua standar kunci yang mengatur area sensitif ini: PSAK 224 dan 

PSAK 338. 

Revisi PSAK 224 (Pengungkapan Pihak Berelasi) bertujuan secara langsung untuk meningkatkan transparansi 

tata kelola perusahaan. Transaksi Pihak Berelasi (TPIB) telah lama diidentifikasi sebagai celah yang rentan 

terhadap praktik tunneling pengalihan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali 

yang pada akhirnya dapat memicu manajemen laba (Hendratama & Barokah, 2020; Utama dan Utama, 2014). 

Dengan mengadopsi prinsip IAS 24, PSAK 224 mewajibkan pengungkapan yang lebih komprehensif, 

memungkinkan pengguna laporan untuk menilai potensi dampak TPIB terhadap posisi keuangan entitas 

(Hadiprajitno, dkk., 2020). 
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Isu akuntansi yang tidak kalah kompleks muncul dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (KBES), yang 

diatur oleh PSAK 338. Standar ini merupakan kebijakan yang krusial mengingat hingga saat ini belum ada 

standar IFRS spesifik yang mengatur KBES secara global, memaksa IAI untuk membuat aturan sendiri. DSAK 

IAI (2024) mengambil posisi bahwa transaksi KBES tidak memiliki substansi ekonomik baru seperti akuisisi 

pihak ketiga (PSAK 103), sehingga PSAK 338 secara unik mewajibkan Metode Nilai Tercatat (Carrying 

Amount). Walaupun metode ini efektif mencegah pengakuan Goodwill artifisial, ia memunculkan risiko lain: 

potensi Liabilitas Off-Balance Sheet (OBS) tidak terakui pada nilai wajar karena tidak adanya pengukuran ulang 

risiko pasar (Febriyani, 2023). 

Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis kritis terintegrasi terhadap kedua standar tersebut. Perubahan 

pada PSAK 224 dan PSAK 338 menegaskan penekanan pada prinsip substansi ekonomi di atas bentuk hukum. 

Tujuan utamanya adalah menganalisis implikasi konvergensi tersebut, membandingkan perlakuan pengungkapan 

TPIB, dan mengkritisi dampak Metode Nilai Tercatat terhadap risiko Liabilitas OBS dalam KBES. Kualitas 

pengungkapan yang patuh menjadi kunci utama yang diinvestigasi untuk menjaga kualitas laba dan memastikan 

risiko entitas tersaji secara andal bagi pemangku kepentingan. 

Kajian teoritis dalam penelitian ini berfokus pada kerangka teori yang mengintegrasikan tata kelola perusahaan 

dan prinsip pengukuran akuntansi, yang menjadi dasar analisis kritis terhadap PSAK 224 dan PSAK 338. Teori 

pertama yang mendasari analisis ini adalah Teori Keagenan (Agency Theory), yang sangat relevan dalam 

konteks pasar modal Indonesia yang didominasi oleh struktur kepemilikan terkonsentrasi. Teori ini menjelaskan 

konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, di mana Transaksi Pihak Berelasi (TPIB) 

yang diatur oleh PSAK 224 sering diidentifikasi sebagai sarana untuk melakukan praktik oportunistik seperti 

tunneling dan manajemen laba (Hendratama & Barokah, 2020). Oleh karena itu, PSAK 224 yang mewajibkan 

pengungkapan komprehensif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (monitoring tool) untuk mengurangi 

asimetri informasi dan membatasi agency cost (Utama dan Utama, 2014). 

Landasan filosofis yang menyatukan seluruh standar akuntansi adalah Kerangka Konseptual Pelaporan 

Keuangan (KKPK) IAI. Dua prinsip utama KKPK yang menjadi fokus kritik dalam penelitian ini adalah 

Representasi Tepat (Faithful Representation) dan Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (Substance over Form). 

Prinsip Representasi Tepat menuntut agar informasi disajikan secara lengkap dan bebas kesalahan, sebuah 

prinsip yang dipertanyakan dalam penerapan PSAK 338 (Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali). Meskipun 

PSAK 338 mewajibkan Metode Nilai Tercatat (Carrying Amount) yang bertujuan mencegah Goodwill artifisial, 

metode ini berpotensi mengabaikan pengukuran ulang risiko pasar. Konsekuensinya, Liabilitas Off-Balance 

Sheet (OBS) risiko kompleks yang tidak terukur pada nilai wajar menciptakan risiko bahwa laporan keuangan 

tidak menyajikan informasi secara lengkap (Febriyani, 2023). 

Di sisi lain, Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk justru menjadi pembenaran utama bagi PSAK 338. DSAK 

IAI (2024) berargumen bahwa KBES adalah transaksi reorganisasi antar-pemilik dan bukan akuisisi pihak ketiga 

(Martani, D., 2024) [Sumber Materi dari Makalah User]. Dengan demikian, substansi ekonominya tidak 

memerlukan penilaian kembali ke nilai wajar, melainkan hanya transfer nilai tercatat. Namun, konflik antara 

prinsip Representasi Tepat (yang menuntut kelengkapan risiko OBS) dan Substansi Mengungguli Bentuk (yang 

membenarkan Nilai Tercatat) menjadi inti analisis kritis dalam penelitian ini. Terakhir, Teori Sinyal (Signaling 

Theory) melengkapi kerangka ini, menegaskan bahwa dalam situasi rawan risiko seperti TPIB dan KBES, 

kualitas pengungkapan menjadi sinyal yang dikirimkan oleh manajemen kepada pasar. Kualitas pengungkapan 

yang memadai, terutama terkait detail TPIB (Hadiprajitno, dkk., 2020) dan risiko OBS, adalah sinyal kredibilitas 

yang penting untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan bahwa risiko entitas tersaji secara andal bagi 

para pemangku kepentingan. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Kritis Normatif dengan basis Studi Literatur (Kepustakaan), 

yang bertujuan untuk secara sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengkritisi ketentuan regulasi 

akuntansi yang termuat dalam dua standar kunci, yaitu PSAK 224 dan PSAK 338, serta menganalisis implikasi 

teoritis dan praktisnya terhadap integritas pelaporan keuangan di Indonesia. Metode analisis kritis dipilih karena 

mampu memberikan gambaran menyeluruh atas konsistensi internal standar akuntansi itu sendiri dan 

relevansinya dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) IAI, sekaligus mengungkapkan celah 
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risiko akuntansi (seperti tunneling dan OBS Liabilitas) yang dapat dijadikan dasar kritik dan rekomendasi lebih 

lanjut. 

Proses analisis kritis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama, 

peneliti melakukan Identifikasi Fokus Topik dan Sumber Data. Topik fokus penelitian adalah mengenai konflik 

Prinsip Akuntansi dan risiko yang ditimbulkan oleh konvergensi PSAK 224 dan PSAK 338. Data yang 

dikumpulkan meliputi seluruh Bahan Hukum Primer, yaitu dokumen resmi PSAK 224, PSAK 338 (beserta versi 

lama/Eks PSAK 7 dan PSAK 38), dan KKPK IAI. Selain itu, dikumpulkan pula Bahan Hukum Sekunder berupa 

jurnal-jurnal akademik (Hendratama & Barokah, 2020; Febriyani, 2023) yang membahas secara eksplisit isu 

tunneling, manajemen laba, KBES, dan risiko OBS Liabilitas. 

Tahap kedua adalah Proses Pengumpulan dan Penelaahan Data Normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui 

studi dokumentasi intensif dari situs resmi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2024) dan database akademik, yang 

dilanjutkan dengan penelaahan mendalam terhadap setiap pasal standar untuk mengidentifikasi perubahan 

spesifik pada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Tahap ketiga melibatkan Analisis Deskriptif dan 

Komparasi Regulasi, di mana ketentuan substansi PSAK 224 (fokus pengungkapan TPIB) dan PSAK 338 (fokus 

Metode Nilai Tercatat) dideskripsikan, diikuti dengan komparasi normatif antara perlakuan KBES dengan 

akuisisi pihak ketiga (PSAK 103) untuk menetapkan perbedaan fundamental dalam prinsip pengukuran. 

Tahap keempat adalah Pengujian Konsistensi dan Analisis Kritis. Ini merupakan tahap inti analisis data, di mana 

ketentuan standar diuji terhadap KKPK IAI. Dilakukan pengujian konsistensi PSAK 338 terhadap prinsip 

Substansi Mengungguli Bentuk (yang membenarkan Nilai Tercatat) dan pengujian konflik terhadap prinsip 

Representasi Tepat (yang terancam oleh risiko OBS Liabilitas). Kemudian, temuan ini diintegrasikan dengan 

Teori Keagenan untuk mengkritisi efektivitas pengungkapan TPIB (PSAK 224) dalam menekan tunneling, dan 

dengan Teori Sinyal untuk menganalisis kebutuhan pengungkapan tambahan dalam PSAK 338 guna mengatasi 

risiko OBS Liabilitas. 

Tahap terakhir adalah Sintesis Hasil Kritis dan Penyajian Temuan. Pada tahap ini, seluruh temuan konflik 

normatif dan risiko akuntansi disintesis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi 

konvergensi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil sintesis tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk 

pembahasan naratif dan argumentatif yang terstruktur, diakhiri dengan perumusan kesimpulan dan rekomendasi 

yang valid bagi regulator (IAI) dan entitas pelapor. Dengan metode analisis kritis ini, penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang mendalam terkait integritas pelaporan keuangan di Indonesia. 

 

Gambar 1.1 Diagram langkah Systematic Literature Review 
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Tujuan sistematis dalam penelitian ini merujuk pada pencapaian yang direncanakan dengan mengikuti langkah-

langkah yang terstruktur dan terorganisir melalui metode Analisis Kritis Normatif yang berbasis pada studi 

literatur. Dalam konteks penelitian akuntansi, khususnya terkait analisis implikasi konvergensi PSAK 224 dan 

PSAK 338, tujuan sistematis ini berarti: 

1. Mencapai Hasil yang Spesifik dan Kritis 

Menghasilkan gambaran komprehensif mengenai konflik prinsip akuntansi yang muncul dari penerapan Metode 

Nilai Tercatat (Carrying Amount) dalam PSAK 338, khususnya dalam kaitannya dengan potensi pengabaian 

pengukuran Liabilitas Off-Balance Sheet (OBS) pada nilai wajar. Menganalisis secara kritis efektivitas 

peningkatan pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi (TPIB) dalam PSAK 224 sebagai mekanisme untuk 

memitigasi praktik tunneling dan manajemen laba. 

2. Menggunakan Proses yang Terstruktur dan Normatif 

Mengikuti tahapan yang jelas dalam analisis normatif-kritis, mulai dari pengumpulan dokumen standar (PSAK 

224, PSAK 338, KKPK IAI), komparasi regulasi, pengujian konsistensi terhadap prinsip Substansi Mengungguli 

Bentuk dan Representasi Tepat, hingga integrasi dengan kerangka Teori Keagenan dan Teori Sinyal. 

3. Memastikan Efisiensi dan Efektivitas Kritik 

Dengan menggunakan literatur kritis yang berfokus (Hendratama & Barokah, 2020; Febriyani, 2023) dan 

dokumen resmi DSAK IAI (2024), penelitian ini mampu menyajikan temuan yang efisien dan efektif untuk 

menjawab rumusan masalah mengenai kualitas pengungkapan dan keandalan risiko entitas. 

4. Menyediakan Dasar Teoritis dan Praktis 

Memberikan kontribusi akademis berupa kajian literatur yang mendalam mengenai konflik prinsip pengukuran 

antara Nilai Tercatat dan tuntutan Representasi Tepat dalam konteks PSAK 338. Memberikan kontribusi praktis 

berupa rekomendasi kepada regulator IAI mengenai potensi celah risiko OBS Liabilitas dan saran untuk 

meningkatkan kualitas pengungkapan TPIB guna menjaga integritas pelaporan keuangan. 

5. Menjamin Transparansi Penelitian 

Melalui penyajian langkah-langkah metodologis yang sistematis dan berbasis pada dokumen standar resmi, 

penelitian ini memastikan bahwa kritik dan hasil yang diperoleh dapat ditelusuri, diverifikasi, dan digunakan 

sebagai dasar untuk diskusi atau penelitian lanjutan di bidang akuntansi grup entitas. 

3. Hasil dan Diskusi 

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis kritis yang terintegrasi dan mendalam 

terhadap implikasi konvergensi dua standar akuntansi krusial, PSAK 224 dan PSAK 338, terhadap keandalan 

dan integritas pelaporan keuangan di Indonesia. Analisis dipusatkan pada dua sumbu utama: (1) Penguatan 

mekanisme tata kelola melalui peningkatan transparansi Transaksi Pihak Berelasi (TPIB) dalam PSAK 224 dan 

(2) Identifikasi konflik normatif antara prinsip Substansi Mengungguli Bentuk dan Representasi Tepat akibat 

adopsi Metode Nilai Tercatat (Carrying Amount) dalam PSAK 338. 

1. Implikasi Peningkatan Pengungkapan TPIB (PSAK 224) Terhadap Integritas dan Kualitas Laba 

Revisi PSAK 224 (Pengungkapan Pihak Berelasi), yang merupakan adopsi langsung dari IAS 24, menandai 

langkah signifikan IAI dalam memperkuat pilar Teori Keagenan (Agency Theory) di lingkungan pasar modal 

domestik. Konteks kepemilikan di Indonesia yang cenderung terkonsentrasi menciptakan risiko inheren, di mana 

pemegang saham pengendali memiliki insentif dan peluang untuk mengeksploitasi sumber daya entitas melalui 

TPIB. Transaksi semacam ini sering menjadi saluran untuk praktik oportunistik seperti tunneling pengalihan aset 
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dan kas dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas yang pada gilirannya dapat memicu 

manajemen laba (Hendratama & Barokah, 2020; Utama dan Utama, 2014). 

Peningkatan mandat pengungkapan dalam PSAK 224 secara efektif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan 

(monitoring tool) yang lebih ketat. Standar ini mewajibkan entitas untuk tidak hanya mengidentifikasi pihak 

berelasi, tetapi juga menyajikan detail yang komprehensif, mencakup sifat hubungan, jenis transaksi, dan nilai 

moneter transaksi. Transparansi ini secara langsung mengurangi asimetri informasi antara pihak internal 

(manajemen dan pengendali) dengan pihak eksternal (investor minoritas dan kreditor). Dengan informasi yang 

lebih lengkap, pengguna laporan dapat secara kritis menilai apakah TPIB dilakukan pada kondisi "wajar" atau 

justru merugikan kepentingan minoritas, sehingga membatasi potensi agency cost. 

Lebih lanjut, dari perspektif Teori Sinyal (Signaling Theory), kepatuhan dan kualitas pengungkapan TPIB yang 

memadai dalam PSAK 224 mengirimkan sinyal kredibilitas dan kualitas tata kelola perusahaan yang tinggi ke 

pasar. Manajemen yang secara sukarela dan transparan mengungkapkan transaksi sensitif mengindikasikan 

komitmen terhadap praktik bisnis yang etis. Kualitas pengungkapan ini sangat esensial untuk menjaga kualitas 

laba yang dilaporkan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan pengungkapan TPIB yang buruk cenderung 

dicurigai mengandung unsur rekayasa atau dipengaruhi oleh praktik tunneling, sementara laba dari perusahaan 

yang patuh dianggap lebih andal dan dapat diperbandingkan (Hadiprajitno, dkk., 2020), sehingga meningkatkan 

kepercayaan investor dan stabilitas pasar. 

2. Analisis Kritis PSAK 338: Dilema Normatif dan Potensi Risiko Liabilitas Off-Balance Sheet (OBS) 

Implementasi PSAK 338 (Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali/KBES) mengisi kekosongan standar global 

dan merupakan kebijakan akuntansi mandiri dari DSAK IAI. Keputusan untuk mewajibkan Metode Nilai 

Tercatat (Carrying Amount) diambil dengan kuat berpegang pada Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk 

(Substance over Form) dari Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK). Argumentasi utamanya adalah 

bahwa KBES merupakan transaksi reorganisasi atau restrukturisasi internal antar-pemilik yang sama, bukan 

merupakan akuisisi pihak ketiga (PSAK 103) yang menciptakan substansi ekonomi baru atau arus kas baru bagi 

entitas pengendali (DSAK IAI, 2024). Oleh karena itu, fair value accounting (akuntansi nilai wajar) dinilai tidak 

relevan karena tidak ada basis pertukaran pasar yang sesungguhnya. Metode ini secara preventif berhasil 

menghindari penciptaan Goodwill artifisial yang tidak didukung oleh substansi ekonomi nyata, sehingga 

menjaga kualitas aset di neraca. 

Namun, penerapan yang kaku dari Nilai Tercatat ini menimbulkan konflik normatif yang mendasar dengan 

prinsip utama KKPK lainnya, yaitu Representasi Tepat (Faithful Representation). Prinsip Representasi Tepat 

menuntut agar informasi keuangan disajikan secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Konflik 

muncul karena, meskipun KBES adalah transaksi antar-pemilik, entitas hasil kombinasi tetap mengambil alih 

aset dan liabilitas (termasuk risiko) dari entitas yang diakuisisi. Literatur kritis (Febriyani, 2023) menyoroti celah 

risiko yang signifikan: 

“Penggunaan Nilai Tercatat dalam KBES mengabaikan kebutuhan untuk melakukan pengukuran ulang risiko 

pasar secara menyeluruh. Akibatnya, Liabilitas Off-Balance Sheet (OBS) yang kompleks—seperti kewajiban 

kontinjensi, komitmen pendanaan, atau risiko litigasi yang nilainya berpotensi besar—tidak terakui pada nilai 

wajar pada tanggal kombinasi.” 

Seperti yang digambarkan dalam ilustrasi neraca:  



Selviya Dwi Asi Permatasari, Devina Damayanti, Berlian Malisa, Fathiatus Sa’adah, Rosita, Rinny 

Meidiyustiani 

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2026 

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4715 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

9629 

 

 

 

Kegagalan untuk mengakui dan mengukur liabilitas kompleks ini pada nilai wajar secara material mengurangi 

kelengkapan informasi yang disajikan. Hal ini berarti laporan keuangan tidak menyajikan risiko entitas secara 

andal dan dapat menyesatkan pemangku kepentingan mengenai posisi keuangan yang sesungguhnya. Intinya, 

PSAK 338, yang didukung oleh Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk, berpotensi mengorbankan Prinsip 

Representasi Tepat yang menuntut keterwakilan risiko secara penuh. 

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa untuk menjembatani konflik tersebut, Teori Sinyal harus 

diterapkan secara tegas pada PSAK 338. Untuk memastikan integritas pelaporan, entitas harus didorong atau 

diwajibkan untuk menyediakan pengungkapan naratif dan kuantitatif tambahan yang komprehensif mengenai 

sifat dan estimasi nilai wajar dari Liabilitas OBS signifikan yang diakuisisi. Pengungkapan tambahan ini penting 

sebagai sinyal kredibilitas yang melengkapi data nilai tercatat. Dengan demikian, meskipun Nilai Tercatat 

dipertahankan untuk tujuan pengukuran (pengakuan), informasi yang relevan dan lengkap tentang risiko entitas 

(pengungkapan) tetap tersedia, sehingga menjaga keandalan risiko yang tersaji bagi pemangku kepentingan. 

No Penulis Tahun Judul Metode Hasil Utama 

1 Febriyani 2023 Analisis Kritis Perlakuan 

Akuntansi Kombinasi Bisnis 

Entitas Sepengendali 

(KBES) di Indonesia 

Normatif/Studi 

Literatur 

Menyoroti potensi risiko 

Liabilitas Off-Balance 

Sheet (OBS) karena 

Carrying Amount vs 

Representasi Tepat. 

2 Hadiprajitno, 

dkk 

2020 Pengaruh Kualitas 

Pengungkapan TPIB 

terhadap Nilai Perusahaan 

Empiris / 

Kuantitatif 

Kualitas pengungkapan 

TPIB yang tinggi (PSAK 

224) memberikan sinyal 

kredibilitas ke pasar 

(Teori Sinyal). 

3 Hendratama 

& Barokah 

2020 Pengaruh Transaksi Pihak 

Berelasi Terhadap 

Manajemen 

Empiris / 

Kuantitatif 

TPIB dapat menjadi 

sarana tunneling yang 

memicu manajemen laba, 

menegaskan perlunya 

transparansi 

pengungkapan (PSAK 

224). 

4 IAI (DSAK) 2024 Dokumen Resmi PSAK 338 

dan KKPK 

Regulasi / 

Deskriptif 

Sumber Hukum Primer: 

Menetapkan mandat 

Metode Nilai Tercatat. 

Basis argumen Substansi 

Mengungguli Bentuk 

IAI. 
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5 IFRS 

Foundation 

 ( IASB ) 

2024 IFRS 3 (Business 

Combinations) 

Regulasi 

Internasional 

Sumber komparasi 

standar global untuk 

akuisisi pihak ketiga 

(Fair Value Method). 

Penting untuk 

membandingkan PSAK 

338. 

6 Kieso, D.E 2023 Akuntansi Intermediate 

(Edisi Terbaru) 

Buku Teks / 

Konseptual 

Referensi dasar yang 

menjelaskan perlakuan 

akuntansi untuk 

kombinasi bisnis dan 

nilai wajar, sebagai 

kontras PSAK 338. 

7 Martani,D. 2024 Filosofi di Balik PSAK 338  

Perlakuan KBES sebagai 

Reorganisasi 

Konseptual / 

Materi Regulasi 

Menjelaskan persepektif 

DSAK IAI 

tentang KBES sebagai 

reorganisasi 

8 Penulis Fokus 

Terori Sinyal 

 

2022 / 

2023 

Kajian Teori Sinyal dan 

Pengungkapan Risiko 

Keuangan 

Konseptual / 

Empiris 

Memperkuat landasan 

Teori Sinyal untuk 

pengungkapan tambahan 

risiko OBS. 

9 Penulis Fokus 

Filosofi 

Akuntansi 

2022/20

23 

Kajian Kritis prinsip 

reprentasi tepat dan wajar 

Konseptual / 

Normatif 

Mendukung argument 

konflik antara prinsip 

Representasi tepat vs. 

Nilai tercatat  

10 Utama & 

Utama  

2014 Mekanisme Tata Kelola dan 

Biaya Keagen 

Konseptual / 

Studi Pustaka 

Landasan teoritis Agency 

Theory; TPIB adalah 

manifestasi konflik 

agensi. PSAK 224 

berfungsi sebagai 

monitoring tool. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis kritis normatif terhadap implikasi konvergensi dua standar akuntansi kunci, PSAK 224 

(Pengungkapan Pihak Berelasi) dan PSAK 338 (Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali), penelitian ini 

menyimpulkan adanya implikasi ganda yang kompleks terhadap integritas dan keandalan pelaporan keuangan di 

Indonesia. Keberhasilan Peningkatan Transparansi TPIB (PSAK 224): Revisi PSAK 224, yang mengadopsi 

prinsip IAS 24, berhasil memperkuat mekanisme Teori Keagenan. Kewajiban pengungkapan Transaksi Pihak 

Berelasi (TPIB) yang lebih komprehensif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (monitoring tool) yang 

efektif, yang secara langsung memitigasi risiko tunneling dan manajemen laba. Melalui Teori Sinyal, 

peningkatan kualitas pengungkapan ini memastikan kualitas laba yang lebih andal dan meningkatkan kredibilitas 

entitas di mata pemangku kepentingan. Konflik Prinsip dan Risiko OBS Liabilitas (PSAK 338): Penerapan 

Metode Nilai Tercatat (Carrying Amount) dalam PSAK 338 untuk Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali 

(KBES) berhasil mencegah pengakuan Goodwill artifisial, sesuai dengan prinsip Substansi Mengungguli 

Bentuk. Namun, pendekatan pengukuran ini menimbulkan konflik normatif yang mendasar dengan prinsip 

Representasi Tepat (Faithful Representation) dari Kerangka Konseptual. Metode Nilai Tercatat berpotensi 

mengabaikan pengukuran ulang risiko pasar, mengakibatkan Liabilitas Off-Balance Sheet (OBS) yang signifikan 

tidak terakui pada nilai wajar (Febriyani, 2023). Hal ini mengancam kelengkapan informasi risiko yang 

disajikan. Integritas yang Bergantung pada Pengungkapan: Secara keseluruhan, integritas pelaporan keuangan 

entitas yang melakukan KBES dengan Nilai Tercatat sangat bergantung pada kualitas pengungkapan tambahan. 

Untuk menjembatani konflik antara prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (pengukuran) dan Representasi 

Tepat (kelengkapan risiko), entitas harus didorong untuk mengungkapkan secara rinci estimasi nilai wajar dari 

Liabilitas OBS yang diakuisisi, sehingga risiko entitas tersaji secara andal bagi pemangku kepentingan, sesuai 

tuntutan Teori Sinyal. 
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